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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL                               

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan 
Nonperizinan Penanaman Modal, perlu diadakan 
penyesuaian dan penyempurnaan mekanisme 
penyelenggaraan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
bidang penanaman modal di Badan Koordinasi 
Penanaman Modal guna meningkatkan kualitas 
pelayanan penanaman modal; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang 
Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang 
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 210); 

6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum 
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M.DAG/ 
PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung 
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
dalam  Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Di Bidang Penanaman Modal; 

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3480/KPTS/ 
HK.300/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam 
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di 
Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal; 
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10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/ 
2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor 
Mesin, Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau 
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman 
Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012; 

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-
IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan 
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin 
Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Kawasan 
Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010; 

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
PM.59/HK.501/MKP/2009 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang 
Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Rangka 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1244/Menkes/Per/XII/2009 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kesehatan 
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 83 Tahun 
2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin 
Usaha di Bidang Transportasi Dalam Rangka 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal;                                  

15. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 
06/PERMEN/M/2009 tentang pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Perumahan 
Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP di Bidang 
Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 
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16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
50/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Komunikasi 
dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
30/MEN/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap 
Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan 
Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 

18. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
Nomor SKEP/638/XII/2009 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa 
Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-
II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian 
Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka 
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang 
Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 

20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi dan 
Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman 
Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/ 
2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau 
pengurangan Pajak Penghasilan Badan; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 
tentang Perusahaan Modal Ventura; 

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-
DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang 
Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang 
Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman 
Modal; 
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24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-
DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal 
Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-
DAG/PER/9/2012; 

25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 
2011; 

26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan 
Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; 

27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, 
Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau 
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;  

29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 

31. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan Kep-264/BL/2011 tentang 
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Lampiran Nomor 
IX.H.1; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN 
MODAL TENTANG PENYELENGGARAAN FUNGSI 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN 
MODAL DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

